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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “PERMOHONAN GUGATAN PERCERAIAN 

YANG DITOLAK HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 

247/PDT.G/2021/PN.PLG” mengenai penolakan gugatan perceraian oleh hakim. 

Perkawinan dapat di putus karena kematian,perceraian, dan atas keputusan 

pengadilan. Dalam putusan perkara Nomor: 247/Pdt.G/2021/PN.Plg, Penggugat 

mengajukan gugatannya mengenai hubungan rumah tangga penggugat dan 

tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada 

harapan untuk hidup damai bersama lagi hal ini menjadi latar belakang penulis 

dalam membuat skripsi ini. Metode Penelitian yakni yuridis normatif dengan 

penelusuran kepustakaan atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan 

Penelitian ialah ingin mengetahui pertimbangan hakim yang menolak gugatan 

percerian serta akibat hukum dari penolakan gugatan perceraian tersebut. Hasil 

dari penelitian ini  a)Dikarenakan hakim masih mempertimbangkan keterangan 

dari anak kandung penggugat dan tergugat yang keberatan apabila kedua orang 

tuanya bercerai. Serta gugatan dari penggugat tidak memenuhi syarat 

materiil.b)Ikatan perkawinan antara kedua belah masih terikat dalam ikatan 

perkawinan yang sah para pihak masih melaksanakan hak dan kewajibannya 

masing-masing sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Saran yakni 

a)Terjadinya konflik dalam keluarga ada baiknya, diselesaikan secara 

musyawarah serta mufakat antara keluarga saja, karena jika diproses didalam 

sidang pengadilan dapat menghabiskan waktu yang lama serta dalam persidangan 

pastinya terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah, b)karena akibat 

hukum dari perceraian dapat berdampak kepada anak- keadaan psikologis anak itu 

sendiri, sebaiknya hak dan kewajiban orang tuanya ialah kembali kepada tujuan 

perkawinan yang semula yakni mewujudkan perkawinan yang kekal dan 

berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.   

 

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pertimbangan Hakim, Perceraian. 

   



 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Perkawinan atau yang biasa disebut dengan pernikahan adalah istilah 

umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun 

tumbuh–tumbuhan
1
. Agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dibentuk lah 

Hukum perkawinan, yakni aturan hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia mengatur tentang pembagian kebutuhan biologis antar jenis, serta hak 

dan kewajiban yang erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.
2
 Berdasarkan 

Ketentuan Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

diatas tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam 

memenuhi tujuan tersebut agar perkawinan dinyatakan sah maka haruslah 

memenuhi syarat-syarat sah perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-undang Perkawinan perkawinan yang sah harus didasarkan pada 

hukum agama 

                                                                 
1
  Khoirul Abror, Hukum Perkawinan  Dan Perceraian, (Yogyakarta: Bening Putstaka, 

2017), hlm.39 
2
  Ibid, hlm.47 
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dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan 

perkawinan setempat.
3
  

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

syarat-syarat sah perkawinan (syarat materiil) adalah : 
4
 

a. Perkawinan memiliki asas monogami (Pasal 27 KUHPerdata); 

b. Adanya kesepakatan dan kemauan yang bebas antara pihak pria atau pun 

wanita untuk membentuk keluarga (Pasal 28 KUHPerdata); 

c. Si pria harus berumur 18 tahun sedangkan si wanita harus berumur 15 

tahun (Pasal 29 KUHPerdata); 

d. Jika si wanita telah bercerai dan ingin menikah lagi terdapat masa tunggu 

selama 300 hari dari saat perkawinan dibubarkan (Pasal 34 KUHPerdata); 

e. Anak-anak yang di bawah umur dan belum dewasa harus mendapat izin 

dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 35 

KUHPerdata) 

f. Tidak terdapat larangan pernikahan (Pasal 30-33 KUHPerdata). 

 Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah 

melakukan pencatatan perkawinan ke pegawai catatan sipil di daerah setempat 

tepatnya tempat tinggal kedua belah pihak.
5
 Selain secara umum diatur dalam 

Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), syarat sahnya 

perkawinan secara spesifik juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-

                                                                 
3

 Si pokrol, Kapan Perkawinan Itu Dinyatakan Tidak Sah, diakses dari link 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-perkawinan-itu-dinyatan-tidak-sah-cl5264 pada tgl 

30  agustus 2022 pukul 8.39 WIB. 
4
 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015) ,hlm. 37 

5
 Ibid, hlm. 39 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-perkawinan-itu-dinyatan-tidak-sah-cl5264
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan : “Ayat 

(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu, Ayat (2) Tiap-Tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  Sehingga apabila 

kita simpulkan syarat sahnya perkawinan adalah perkawinan dapat 

dilaksanakan pada kesepakatan bersama antara pihak pria dan wanita tanpa 

adanya paksaan dari pihak manapun, kemudian perkawinan tersebut dilakukan 

menurut agama dan kepercayaan masing-masing antara pria dan wanita, serta 

agar dianggap sah menurut hukum,  perkawinan tersebut harus dicatat di 

catatan sipil daerah tempat tinggal yang bersangkutan. 

Dalam upaya mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pada realitanya pasangan suami-istri 

(keluarga) sering kali menemukan permasalahan dan persoalan yang tidak 

mudah untuk diselesaikan sehingga banyak pasangan suami-istri menjadikan 

perceraian sebagai solusi terakhir dalam penyelesaian permasalahan yang 

sedang mereka hadapi.
6
  Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, Perkawinan dapat putus karena kematian, 

perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu berdasarkan ketentuan 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, Ayat (1) 

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak, Ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

                                                                 
6
 Mohamad Rana, Usep Saepullah, “Prinsip - Prinsip Perkawinan (Analisis Filososfis 

Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)”, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6, No. 1, 

2021. hlm. 133-134 
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alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai 

suami istri, Ayat (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan sendiri. 

Setiap insan tentu menginginkan perkawinan yang tetap utuh hingga akhir 

masa hidupnya. Namun sering terjadi perkawinan yang dijalani dengan susah 

payah berujung dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang 

dilaksanakan dengan usaha yang maksimal agar sesuai dengan cita-cita yang 

diinginkan, pada akhirnya terpaksa mereka bubarkan dan harus berpisah.
7
  

Perceraian ialah putusnya suatu ikatan lahir dan batin antara  suami-istri yang 

menyebabkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami 

dan istri tersebut.
8
 

Berdasarkan data perceraian yang penulis cari  kasus perceraian di 

Palembang, di tahun 2021 terdapat sebanyak 2.025 cerai gugat dan 554 cerai 

talak yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. 

Sedangkan hingga pertengahan juli 2022 cerai gugat yang sudah diutus 

berjumlah 1.024 dan 267 cerai talak. Jika dihitung secara manual, angka 

perceraian ini tidak mengalami peningkatan secara signifikan   jika 

dibandingkan tahun sebelumnya, selain itu faktor-faktor penyebab terjadinya 

perceraian di Pengadilan Agama 1A Palembang selama tahun 2021 yakni 

disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 2.091 

kasus, meninggalkan satu pihak sebanyak 197 kasus, faktor ekonomi sebanyak 

127 kasus, KDRT sebanyak 33 kasus, murtad sebanyak 32 kasus, dihukum 

                                                                 
7
  Khoirul Abror, Opo.cit., hlm. 162  

8
 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Pluritas Hukum 

Perceraian, ( Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012), hlm. 21 
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penjara sebanyak 11 kasus, madat sebanyak 10 kasus, poligami sebanyak 5 

kasus, judi sebanyak 3 kasus, mabuk sebanyak 2 kasus dan zina sebanyak 1 

kasus. Sementara sejak januari-juli 2022 rinciannya, perselisihan dan 

pertengkaran terus-menerus sebanyak 1.217 kasus, ekonomi sebanyak 49 

kasus, meninggalkan satu pihak sebanyak 30 kasus, murtad sebanyak 16 kasus, 

KDRT sebanyak 7 kasus, madat dan poligami masing - masing sebanyak 4 

kasus, serta mabuk dan judi sebanyak 1 kasus.
9
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan  terdapat 

kurang lebih 13 faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain, zina, mabuk, 

madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan, dan 

pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.
10

 A. Fuad 

Sa’id menjelaskan, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan 

istri karena perselisihan keluarga, atau karena lainnya, seperti kemandulan 

pada istri atau suami dan setelah mencoba melibatkan keluarga kedua belah 

pihak dalam perdamaian.
11

 Sebagaimana dalam ketentuan hukum islam, 

perkawinan bisa putus dikarenakan ada beberapa alasan, antara lain, karena 

                                                                 
9
 Shinta Dwi Anggraini, Angka Perceraian di Palembang Januari-Juli 2022, Cekcok 

Faktor Penyebab Mendominasi, diakses dari link 

https://sumsel.tribunnews.com/2022/07/26/angka-perceraian-di-palembang-januari-juli-2022-

cekcok-faktor-penyebab-

mendominasi#:~:text=Berdasarkan%20data%20pada%20tahun%202021,Pengadilan%20Agama%

20Kelas%201A%20Palembang.  pada tgl 30 agustus 2022 pukul 09.17 WIB. 
10

 Ferinda K Fachri,4 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama, 

diakses dari link https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-

pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/ pada tgl 30 agustus 2022 pukul 09.31 WIB. 
11

 Abdul Manan, Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian 

Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan 

DITBINBAPERA, Jakarta, No. 52, 2001. hlm. 7 

https://sumsel.tribunnews.com/2022/07/26/angka-perceraian-di-palembang-januari-juli-2022-cekcok-faktor-penyebab-mendominasi#:~:text=Berdasarkan%20data%20pada%20tahun%202021,Pengadilan%20Agama%20Kelas%201A%20Palembang.
https://sumsel.tribunnews.com/2022/07/26/angka-perceraian-di-palembang-januari-juli-2022-cekcok-faktor-penyebab-mendominasi#:~:text=Berdasarkan%20data%20pada%20tahun%202021,Pengadilan%20Agama%20Kelas%201A%20Palembang.
https://sumsel.tribunnews.com/2022/07/26/angka-perceraian-di-palembang-januari-juli-2022-cekcok-faktor-penyebab-mendominasi#:~:text=Berdasarkan%20data%20pada%20tahun%202021,Pengadilan%20Agama%20Kelas%201A%20Palembang.
https://sumsel.tribunnews.com/2022/07/26/angka-perceraian-di-palembang-januari-juli-2022-cekcok-faktor-penyebab-mendominasi#:~:text=Berdasarkan%20data%20pada%20tahun%202021,Pengadilan%20Agama%20Kelas%201A%20Palembang.
https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/
https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/
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putus dengan sendirinya (karena kematian), karena perceraian, karena adanya 

keputusan pengadilan.  

Seperti halnya kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang 1A 

khusus Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg, tentang kasus gugatan perceraian 

antara Basirun dengan istrinya Tjong Ai Ai yang dalam duduk perkaranya 

Bapak Basirun selaku penggugat pada mulanya berjalan dengan harmonis dan 

bahagia, namun kebahagiaan tersebut lambat laun mulai memudar, karena 

antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepahaman dalam mengurus rumah 

tangga, sehingga terus menerus terjadi pertengkaran, percekcokan dan 

perselisihan serta tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, berdasarkan dalil 

pada point 3 dari penggugat untuk tujuan perkawinan dalam membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa tidak tercapai.  

Berdasarkan gugatan tersebut Tjong Ai Ai selaku Tergugat memberikan 

jawaban yang pada intinya menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang 

diajukan oleh penggugat dikarenakan menurut pendapat tergugat rumah 

tangganya masih rukun dan harmonis, tergugat selaku istri sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk mematuhi setiap permintaan penggugat selaku 

suami seperti menyiapkan keperluan suami dan anak serta tergugat sudah 

berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan penggugat mengingat 

usia perkawinan mereka yang sudah cukup lama dan kondisi penggugat saat 

ini sakit-sakitan.  



7 

 

 

Majelis Hakim berpendapat bahwasanya karena pertengkaran terus-

menerus antara penggugat dan tergugat tersebut sehingga tidak ada harapan 

untuk hidup rukun damai bersama lagi, tidak bisa dibuktikan kebenarannya 

karena belum terdapat upaya maksimal dan sungguh-sungguh dari para pihak 

itu sendiri untuk mencari jalan keluar terbaik sebagai solusi bersama atau 

melibatkan keluarga terdekat yang berpengaruh atau pun pemuka agama, 

selain itu berdasarkan keterangan saksi Bella Cantika selaku anak kandung 

penggugat dan tergugat, berharap dan yakin penggugat dan tergugat bisa 

bersatu lagi menjadi keluarga dan tidak mengharapkan terjadinya perceraian 

antara kedua orang tuanya.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak seluruh 

gugatan yang diajukan oleh penggugat,dan menyatakan penggugat kalah dan 

harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan putusan Nomor 

247/Pdt.G/2021/PN.Plg maka hakim menolak seluruh gugatan dari penggugat, 

maka dari itu para pihak dinyatakan masih terikat dalam ikatan perkawinan 

yang sah.   

Sebagai perbandingan dianalisis juga putusan Nomor 

41/Pdt.G/2021/PN.Bli, kasus dalam putusan ini pun hampir mirip dengan  

kasus dalam putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg yakni gugatan  

perceraian antara bapak Suadnyana sebagai pihak penggugat dengan  ibu 

Tresna Dewi sebagai pihak tergugat. Duduk perkara dalam kasus ini ialah 

pada mulanya perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan ini berjalan 

dengan cukup rukun serta harmonis namun sejak tahun 2020 antara penggugat 
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dan tergugat sering terjadi pertengkaran serta percekcokan karena menurut 

penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam  hidup berumah tangga. 

Bahwa majelis hakim  telah mengupayakan adanya perdamaian antara 

kedua belah pihak melalui mediasi namun gagal sebagaimana laporan 

mediator  pada tanggal 16 april 2021.  Bahwa berdasarkan gugatan dari 

penggugat adapun pihak tergugat memberikan jawaban yakni pada intinya 

pihak tergugat tidak merasa bahwa percekcokan serta pertengkaran  yang 

terjadi adalah sesuatu yang sangat serius. Pihak tergugat mengakui bahwa ia 

sempat mengunggah  kekesalannya  melalui media sosial dikarenakan 

menurut tergugat  ia kurang puas dengan komunikasinya terhadap penggugat 

serta pihak tergugat mengakui sudah menyadari hal yang ia lakukan  adalah 

hal yang salah. Keadaan memburuk dikarenakan pihak tergugat dipulangkan 

dari tempat kerjanya karena pendemi covid-19 serta penggugat yang 

mendapatkan pekerjaan di gianyar. Pihak tergugat mengakui bahwa secara 

materi penggugat memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. 

Dari jawaban pihak tergugat menolak dengan tegas gugatan perceraian yang 

diajukan penggugat.  

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim  diperoleh fakta-fakta hukum dari 

keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang 

pada intinya bahwa benar antara penggugat dan tergugat pernah terjadi 

perselisihan yang disebabkan karena saat penggugat dating dari kerja pada 

malam hari dan pulang ke kost (tempat tinggal bersama) di gelogor carik 

Denpasar, ternyata tergugat tidak ada dikost dan pintu dalam keadaan terkunci, 
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kemudian bahwa benar penggugat dan tergugat sudah  pisah rumah sejak 

setidak-tidaknya sekitar bulan maret 2021 dimana penggugat sudah tidak 

tinggal di tempat kost di gelogor carik Denpasar sebagai  tempat tinggal 

bersama namun saat ini sudah tinggal di Gianyar, sedangkan tergugat juga 

tidak tinggal di tempat kost di gelogor carik Denpasar sebagai tempat tinggal 

bersama namun sudah tinggal di tempat kost baru di daerah gelorok carik 

Denpasar. Bahwa anak  Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan 

Tergugat; bahwa benar Penggugat memberikan uang untuk kebutuhan hidup 

tergugat dan anak dengan cara transfer biasanya 2 (dua) kali dalam sebulan 

dan setelah pisah rumah sampai dengan saat ini Penggugat juga masih 

mentransfer uang untuk kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat yang 

bernama Anak; bahwa pernah ada upaya mediasi antara Penggugat dan 

Tergugat tapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa  perselisihan yang disebabkan penggugat jarang pulang, 

hanyalah masalah kesalahpahaman yang disebabkan komunikasi yang kurang 

baik diantara Penggugat dan Tergugat.  Perselisihan tersebut bukanlah 

termasuk perselisihan yang serius dengan merujuk pada keadaan bahwa 

Penggugat terpaksa jarang pulang demi mencari nafkah untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga. fakta persidangan menunjukkan meskipun jarang pulang 

namun penggugat masih bertanggung jawab dengan secara rutin mengirimkan 

uang kepada Tergugat dan anaknya. Sedangkan terhadap perselisihan yang 

disebabkan saat Penggugat datang dari kerja malam hari dan pulang ke kost 
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(tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat) namun ternyata tergugat 

tidak ada dikost dan pintu dalam keadaan terkunci, dan terhadap perselisihan 

yang disebabkan masalah susu dan pempers penggugat untuk anak yang 

ditolak tergugat karena tidak cocok, majelis menilai hal tersebut juga 

merupakan perselisihan yang sangat wajar terjadi dalam  rumah tangga dan 

bukanlah perselisihan yang meniadakan harapan untuk hidup rukun dalam 

rumah tangga.  

Bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat  bahwa 

perselisihan yang terjadi  antara penggugat dengan tergugat karena masalah 

yang menyangkut sifat pribadi antara penggugat dan tergugat yang tidak dapat 

dipertemukan, akan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor di luar pribadi 

keduanya. Di samping itu perselisihan itu merupakan perselisihan yang wajar 

terjadi dalam rumah tangga, bukan perselisihan yang benar-benar serius dan 

bukan perselisihan yang berlangsung terus menerus yang tidak dapat 

diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  menimbang 

pendapat majelis hakim bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang 

cukup sebagai hal darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan 

benar-benar sangat memaksa. Oleh karena perselisihan penggugat dengan 

tergugat hanyalah perselisihan biasa, maka belum cukup dijadikan  alasan 

untuk bercerai, terlebih perceraian dapat berakibat buruk setidak-tidaknya 

terhadap perkembangan pribadi anak penggugat dan tergugat yang masih 

membutuhkan kasih sayang dari orang tua mereka, hal tersebut didukung oleh 
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keterangan Saksi IV dan Saksi III, dimana dari pihak keluarga Penggugat 

sendiri masih yakin Penggugat dan Tergugat masih dapat rujuk kembali.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak seluruh 

gugatan yang diajukan oleh penggugat,dan menyatakan penggugat kalah dan 

harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan putusan Nomor 

41/Pdt.G/2021/PN.Bli.  maka hakim menolak seluruh gugatan dari penggugat, 

maka dari itu para pihak dinyatakan masih terikat dalam ikatan perkawinan 

yang sah. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas maka akan 

dilakukan penelitian skripsi dengan judul, “Permohonan Gugatan 

Perceraian Yang Ditolak Hakim Dalam Putusan No. 

247/Pdt.g/2021/Pn.Plg” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka diambil 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim menolak permohonan gugatan perceraian 

dalam Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg ? 

2. Bagaimana Akibat Hukum dari penolakan permohonan gugatan perceraian 

dalam Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis Pertimbangan Hakim menolak permohonan gugatan 

perceraian dalam Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg. 

2. Menganalisis Akibat Hukum dari penolakan permohonan gugatan 

perceraian dalam Putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg. 

D. Manfaat Penelitian  

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan dalam pengembangan ilmu hukum acara perdata khususnya 

terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak permohonan 

gugatan perceraian dalam putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg ditinjau 

dari perspektif undang-undang perkawinan 

E. Ruang Lingkup  

 Bingkai yang menjadi suatu batas dalam penelitian, dengan tujuan 

memperjelas serta membatasi pembahasan permasalahan dalam penelitian. 

Lingkup penelitian wajib menunjukkan faktor-faktor yang akan diteliti dengan 

pasti agar dapat menentukan apakah faktor-faktor yang diteliti akan digunakan 

seluruhnya ataukah hanya sebagian.
12

 Oleh sebab itu supaya tidak melebarnya 

pokok  bahasan permasalahan, penulis bermaksud membatasi kajian ruang 

lingkup penulisan skripsi ini dengan menganalisis penyebab terjadinya 

perceraian serta menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis 

                                                                 
12

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,   (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011),  

hlm. 114 
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hakim menolak permohonan gugatan perceraian dalam putusan nomor 

247/Pdt.G/2021/PN.Plg ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan. 

F. Kerangka Teori dan Konsep 

 Dalam hal upaya menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, 

maka penulis menggunakan Konsep Perkawinan, Teori Pertimbangan Hakim, 

Teori Akibat Hukum. 

1. Konsep Perkawinan 

 Pengertian Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Perkawinan haruslah 

didasari atas rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, 

dengan harapan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan 

pada Ketuhanan Yang Maha esa, Seperti yang disebutkan dalam ketentuan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh 

sebab itu perkawinan erat sekali hubungannya dengan agama/kerohanian, 

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani akan 

tetapi juga terdapat unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat 

penting.
13
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 Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, 
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K, Wantjik Saleh, menjelaskan bahwa perkawinan bukan lah sekedar 

ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahirlah 

mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin 

mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua 

hal ini adalah pondasi utama dalam membentuk suatu keluarga. Wirjono P 

pernah berpendapat perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan suatu 

perkawinan yang menimbulkan arti perkawinan itu sendiri.
14

 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, terdapat 

beberapa asas-asas perkawinan yakni : 
15

 

a. Asas sukarela, kesukarelaan merupakan suatu keharusan bagi kedua 

mempelai maupun orang tua dalam menjalankan perkawinan. 

b. Asas Persetujuan, perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua belah 

pihak haruslah berdasarkan pada persetujuan dan tanpa adanya 

paksaan dari pihak lain. 

c. Asas bebas memilih, dalam perkawinan seseorang pria atau pun 

wanita dibebaskan untuk memilih orang yang ia sukai untuk 

melakukan perkawinan. 

d. Asas kemitraan, asas ini ada karena tugas dan fungsi dari setiap 

pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat. 

e. Asas selamanya, berdasarkan asas ini perkawinan dibentuk untuk 

jangka waktu yang panjang atau seumur hidup. 

                                                                 
14

 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: UMMPress, 2020), hlm. 2  
15

   Ibid, hlm. 7 
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f. Asas monogami terbuka, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) 

menjelaskan seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri 

begitu pun sebaliknya, hal ini dibuat untuk mempersempit poligami. 

 Kaitan Konsep Perkawinan terhadap permasalahan yang sedang 

penulis teliti yakni dalam hal menganalisis dan mengkaji bagaimana 

putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

247/Pdt.G/2021/PN.Plg, apakah yang menjadi dasar hukum perkawinan. 

2. Teori Pertimbangan Hakim  

 Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,lingkungan 

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu tentang kekuasaan kehakiman 

diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.  
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Putusan hakim adalah salah satu puncak klimaks dalam suatu perkara 

yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam memberikan 

keputusan haruslah mengenai hal - hal berikut:
16

 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah tergugat telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya; 

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan 

tergugat itu merupakan suatu tindak perdata dan apakah tergugat 

bersalah dan dapat dikenai denda atau pun pidana; 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila tergugat memang dapat 

dipidana. 

Asas pertimbangan hukum hakim harus menyatakan dasar alasan 

yang rinci dan jelas, adapun dasar alasan-alasan hukum yang dapat 

digunakan meliputi : 

a. Pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan undang-undang; 

b. Hukum adat; 

c. Yurisprudensi; 

d. Ajaran-ajaran hukum. 

 Kaitan antara teori pertimbangan hukum hakim terhadap 

permasalahan yang sedang penulis teliti yakni dalam hal menganalisis 

dan mengkaji bagaimana putusan hakim dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Palembang Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg, apakah putusan 
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 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74 
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tersebut didasari pada pertimbangan hukum yang jelas serta terperinci 

sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Teori Akibat Hukum 

 R. Soeroso berpendapat, Perbuatan hukum ialah setiap tindakan 

manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan 

kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum 

(manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena 

akibat dianggap sebagai keinginan dari melakukan hukum. Soeroso 

mendefinisikan akibat hukum sebagai suatu akibat tindakan yang 

diperbuat untuk memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh pelaku  

dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamai tindakan hukum. 

Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. 

Contohnya: perkawinan, membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa. 

Wujud dari akibat hukum sendiri dapat berupa: 

a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, 

b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara 

dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang 

satu saling berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
17

 

Dalam melangsungkan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut 

dianggap sah baik secara hukum maupun agama perlu dilakukan 

pencatatan, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan perkawinannya 
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 Sovia Hasanah, Si Pokrol, Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat 

Hukum, diakses dari link https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-
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maka akibat hukumnya bisa berupa perkawinan tersebut dianggap tidak 

sah, meskipun jika menurut agama atau pun kepercayaan sah namun di 

mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA 

atau Kantor Catatan Sipil, kemudian anak hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibu, akibat yang lain yakni anak-anak 

yang lahir dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau 

pun warisan dari ayahnya. Secara Hukum, perempuan dari perkawinan 

yang tidak dicatatkan dianggap sebagai istri tidak sah,dan ia dianggap 

tidak berhak mendapat nafkah dan warisan jika suaminya meninggal 

dunia, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah 

terjadi.
18

 

Perkawinan yang dilangsungkan setiap pasangan suami-istri 

terkadang tidak serta merta berjalan harmonis serta rukun, namun tidak 

jarang dalam menghadapi persoalan-persoalannya pasangan ini 

memutuskan perceraian sebagai jalan keluar terakhir. Akibat hukum dari 

perceraian yang terjadi ini apabila kita lihat dalam ketentuan Pasal 38 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa 

perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan 

pengadilan. Perceraian adalah bentuk dari sebab putusnya perkawinan  

(Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Selain itu terdapat juga 

konsekuensi lain yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status 
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pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan akibat hukum perceraian adalah:
 19

 

a. Terhadap anak, meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan 

ibunya, kedua orang tua anak masih memiliki kewajiban untuk 

membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu seperti belanja untuk 

keperluan pendidikan dan memelihara anak-anaknya, kewajiban ini 

harus dilakukan terus-menerus  hingga anak tumbuh dewasa dan 

sudah mampu berpikir serta berpenghasilan sendiri. Jika ayahnya 

tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan ibunya yang 

memikul biaya untuk anak-anaknya.  

b. Terhadap Harta Bersama, dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 butir f 

Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Harta Kekayaan 

dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang didapat baik 

sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam masa ikatan 

perkawinan yang selanjutnya disebut dengan harta bersama, tanpa 

mempermasalahkan terdaftar atas nama siapa pun.  Apabila terjadi 

perceraian dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, 

hal yang menyangkut harta benda bersama dalam perkawinan/harta 

bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing, artinya dalam 

pasal tersebut hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum 

adat, dan hukum lain-lainnya.  
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c. Terhadap nafkah, yang dimaksud disini adalah biaya untuk seorang 

istri yang sudah ditalak suaminya bukanlah menjadi tanggung 

jawabnya lagi, terlebih lagi apabila si istri yang bersalah, namun jika 

si istri tidak bersalah, suami berkewajiban membiayai hidupnya 

selama ia masih dalam masa iddah paling kurang selama 90 

(sembilan puluh) hari. Sesudah itu mantan suami tidak perlu lagi 

menanggung biaya hidup mantan istri. Begitu juga apabila mantan 

istri tidak memiliki mata pencaharian untuk nafkahnya sehari -hari, 

maka mantan suami berkewajiban membiayai hidupnya sampai 

mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain. 

 Kaitan antara teori akibat hukum terhadap permasalahan yang 

sedang penulis teliti yakni dalam hal menganalisis dan mengkaji apa saja 

akibat hukum yang ditimbulkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi 

perceraian dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

247/Pdt.G/2021/PN.Plg. 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian sebagai cara berpikir mengenai teknik meneliti secara 

teratur dan urut dengan menggunakan metode-metode ilmiah penelitian untuk 

mencari, menemukan kemudian dikembangkan dalam menguji kebenaran 

serta ketidakbenaran dari suatu informasi pengetahuan dengan gejala atau 

hipotesa. Adapun tujuan dari metode ini yakni diharapkan bisa berjalan 

dengan sebaik-baiknya serta mendapatkan ketepatan informasi. Metodologi 
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sebagai suatu unsur yang wajib ada atau mutlak dalam proses 

mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian.
20

 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, metode 

penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang 

berhubungan dengan prinsip-prinsip hukum dengan penemuan aturan hukum 

terutama melalui penemuan dalam doktrin-doktrin hukum guna menambah 

wawasan sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang 

dihadapi.
21

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum adalah sebuah penelitian yang objek nya ialah 

hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu maupun aturan-aturan yang 

sifatnya dogmatis atau pun hukum yang memiliki kaitan dengan perilaku 

dan kehidupan masyarakat.
22

 Penelitian yang dilakukan adalah Tipe 

Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif ini sendiri 

yakni teknik penelitian hukum dari perspektif internal yang dimana objek 

penelitiannya adalah norma hukum.
23

 Sehingga apabila dipahami, dalam 

penelitian hukum normatif hal yang menjadi fokus objek kajiannya ialah 

ketentuan-ketentuan hukum positif, lalu meluas kepada makna dari asas 

hukum. Apabila dilihat dari tahapan pengkajian (analisisnya) biasanya 
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dimulai dari paragraf-paragraf dalam pasal-pasal hukum positif yang berisi 

konsep serta sifat dari permasalahan yang sedang di teliti.
24

 Penelitian ini 

dilakukan dengan analisa peraturan perundang-undangan maupun putusan 

hakim, namun juga ditunjang dengan sejumlah data yang diperoleh di 

dalam kepustakaan dan data sekunder sebagai penjelasan terhadap bahan-

bahan hukum primer.
25

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam menyusun argument, penulis melakukannya dengan dua jenis 

pendekatan (approach) yakni : 

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap 

peraturan perundang-undangan (statue approach) yakni berkaitan 

dengan permasalahan hukum yang akan dibahas.
26

 Pendekatan 

lainnya juga digunakan dalam menambah pertimbangan hukum  

untuk menjawab permasalahan yang akan dihadapi.
27

 

b. Pendekatan kasus (case approach) 

Ratio decidendi adalah hal yang dibutuhkan oleh peneliti didalam 

mengkaji kasus yakni berupa pengkajian dalam alasan-alasan hukum 

yang dijadikan pertimbangan bagi hakim  didalam putusannya, 
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dalam hal ini sesuai dengan penulisan yang penulis kaji yakni kasus 

berdasarkan putusan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Plg. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

a. Bahan hukum primer merupakan cara memperoleh penjelasan yang 

didapat dari ketentuan bahan hukum yang mengikat antara lain : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam; 

6) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

247/Pdt.G/2021/PN.Plg. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan cara memperoleh penjelasan dari 

bahan hukum primer, yang didapat dari buku-buku, literature, 

seminar, hasil penelitian serta sumber lain yang memiliki keterkaitan 

dan relevan dengan penelitian yang akan dikaji.  

c. Bahan hukum tersier merupakan cara memperoleh penjelasan dengan 

menggunakan bahan hukum penunjang guna mendapatkan petunjuk 

dan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder yang bisa didapatkan melalui majalah, serta surat kabar, 
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internet, jurnal ilmiah, kamus tentang hukum serta hal lain yang 

dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan didalam penelitian ini yakni dengan cara 

mencari kemudian mengumpulkan sejumlah data–data yang dibutuhkan 

dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hal ini bertujuan dalam 

upaya memperoleh bahan hukum agar dapat digunakan dalam membahas 

penulisan ini. Setelah didapatkan nantinya bahan–bahan tersebut dibaca, 

dikaji kemudian ditelaah guna menganalisis hasil dari putusan dengan 

didukung macam-macam sumber yakni bahan hukum primer, sekunder  

dan tersier.
28

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Proses analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menyusun dan menganalisis data secara kualitatif yakni membahas 

bahan-bahan hukum yang didapat dengan merujuk pada landasan teoritis 

yang ada,
29

 yang nantinya data-data yang diperoleh tersebut diuraikan 

secara deskriptif guna memperoleh sumber penelitian yang mudah 

dipahami secara menjawab permasalahan yang sedang diteliti.   
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan 

metode deduktif yakni proses penarikan kesimpulan yang menolak 

proposisi universal sebagai premis yang nantinya sampai pada konklusi 

atau dapat berupa kesimpulan proposisi universal, partikular, atau 

singular, apabila dipahami secara sederhana dapat diartikan penarikan 

kesimpulan secara deduktif ialah teknik penarikan kesimpulan yang 

dimulai dari hal-hal yang bersifat umum yakni hukum itu sendiri yang 

nantinya ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus.
30
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